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eANTRN 

Menimbang 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 
SEKRETARIAT DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

Mengingat 

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 
JI. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang -Banten Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520 

PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

b. 

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

: 1. 

Nomor : 100/Kep. 36 - Pemotda/2024 

a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas pernyelenggaraan 
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian 
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara 
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; 

2. 

TENTANG 

3 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN 

4 

bahwa untuk memnberikan acuan dalam penilaian ukuran 
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan 
sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan 
penerapan Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

Undang-Undang Nomor 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

23 Tahun 

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang 

Petunjuk Tcknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan 
Standar Pclayanan; 

Lembaran Negara Nomor 4010); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

5. 

6. 

7. 

8. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran 
DaerahProvinsi Banten Nomor 38); 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran 

DaerahProvinsi Banten Nomor 66); 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 
dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 
Nomor 45); 

ME MUTUSKAN 

Penerapan Standar Pelayanan pada Biro Biro 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi jenis 
pelayanan: 
a Konsultasi 

b. Pengaduan 

Standar Pelayanan ini untuk dilaksanakan oleh 

Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan 

penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Serang 
28 Maret 2024 

Plt. KEPALA BIROPEMERINTAHAN DAN 
OTONOMI DAERAH 

 unawvan Rusminto, AP, M.Si 

keputusan ini. 



A. STANDAR PELAYANAN : KONSULTASI 

1. 

2 

4 

6 

LA MPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

3. Waktu Pelayanan 

1. 

2 

5 Produk Pelayanan 

3 
4 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI 

DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN 

5 

Persyaratan 

6 

Prosedur 

Biaya / tarif 

Pengelolaan Konsultasi 

Persyaratan 

B. STANDAR PELAYANAN: PENGADUAN 

Prosedur 

Waktu Pelayanan 

Nomor 

Tanggal 
Tentang 

Biaya / tarif 
Produk Pelayanan 
Pengelolaan Pengaduan 

1. Warga Negara Indonesia 
2. Surat Tugas dari Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah, bagi Aparatur Sipil 
Negara 

100/Kep. 36 - Pemotda/ 2024 
28 Maret 2024 

Penerapan Standar Pelayarnan 
Pada Biro Pemerintahan Dan 
Otonomi Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Banten 

Dapat dilihat pada SOP 
Waktu yang diperlukan mulai konsultasi 
sampai selesai s 180 menit 
Gratis 
Administrasi 
Tim Konsultasi 

1. Warga Negara Indonesia 
2. Surat Tugas dari Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah, bagi Aparatur Sipil 
Negara 

Dapat dilihat pada SOP 
Sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Gratis 
Administrasi 

Tim Penanganan Pengaduan/ Komplain 

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN 
NTAN DAN OTONOADAERAH 

Gunawan Rusminto, AP, M.Si 


